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TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2026
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding
adalah merupakan kawal depan (voorposf) bagi Mahkamah Agung di lingkungan
peradilan tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi
pengawasan dan pembinaan. Fungsi kawal depan tersebut dilaksanakan antara lain
dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat
pertama yang dapat memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi
putusan.

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 14 s.d 15 April 2026 telah
menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah untuk membahas permasalahan teknis dan non
teknis yang mengemuka di masing-masing pengadilan tingkat pertama, dan telah
menghasilkan rumusan pada bidang sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial

2. Bidang Administrasi Yustisial

3. Bidang Administrasi Kesekretariatan
4. Bidang Organisasi Pendukung

Rumusan-rumusan tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dalam
proses penanganan perkara dan pelaksanaan tugas lainnya pada pengadilan tingkat
pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

e Ditetapka di Padang
706G/ nPada tanggal 16 April 2026
/s “RETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
ANG.

# Jrs. NUR KHAZIM, M.H.
A NIP. 196008031991031002
Tembusan:

Yml. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI.
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.




RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PTA PADANG DENGAN

PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM PTA PADANG TAHUN 2026

Setelah mendengar dan memperhatikan arahan dari YM Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Padang serta Narasumber, hasil Rapat Komisi dan Pleno Peserta Rakerda

Tahun 2026, Tim Perumus Hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengadilan Tinggi Agama

Padang dengan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang
dapat menyusun rumusan hasil Rakerda sebagai berikut :

L
1.

TEKNIS YUSTISIAL

Berkenaan dengan permasalahan pertimbangan hukum dan amar putusan yang
memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tidak bergerak untuk
mengosongkan objek perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama,
meskipun para pihak kerap mengajukan keberatan dalam memori banding maupun
kontra memori banding, putusan tetap mengacu kepada ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama angka (2), yaitu
perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau
siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.

Mengenai pemanggilan Tergugat dalam perkara ghaib yang masih terdapat disparitas
penafsiran atas SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dirumuskan bahwa
pemanggilan dalam perkara ghaib dilakukan dengan tata cara panggilan umum, yaitu
dengan mengumumkan di website pengadilan, di Papan Pengumuman Pengadilan, dan
tetap juga melalui papan pengumuman pemerintah daerah atau media massa
cetak/elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Dirjen Badilag
Nomor 1295/DJA/HK2.6/V1/2024 tanggal 7 Juni 2024 huruf (e) dan (f).

Apabila dalam perkara perceraian verstek, sebelum putusan dibacakan secara
clektronik (e-litigation), para pihak menyampaikan bahwa mereka telah berdamai,
maka keinginan Penggugat untuk mencabut perkara dapat diakomodir dengan cara
dibuat catatan persidangan pada aplikasi e-court bahwa para pihak sepakat damai,
kemudian dibuat court calendar baru, para pihak dipanggil untuk sidang, dan
Penggugat/Pemohon dapat melakukan pencabutan atau mengajukan surat pencabutan
perkara secara tertulis,

Terkait kesepakatan tentang harta bersama dalam mediasi perkara izin poligami,
dirumuskan bahwa: mediator boleh meminta/mendorong para pihak menunjukkan
dokumen alas hak kepemilikan harta sebagaimana Pasal 14 huruf (j) PERMA Nomor
I Tahun 2016; mediator tetap dapat menuangkan kesepakatan harta bersama dalam
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11.

poin-poin kesepakatan; dan pertimbangan atas kesepakatan tersebut dimuat dalam
pertimbangan hakim.

Mengenai nafkah madhiyah (lampau) istri dan anak, dirumuskan bahwa tidak
diperlukan pembatasan lama durasi tuntutan nafkah lampau, dan pembebanan durasi
nafkah lampau disesuaikan dengan pembuktian di persidangan.

Mengenai kekuatan diktum penetapan harta bersama pada perkara izin poligami,
apabila terjadi perceraian dan sengketa harta bersama setelahnya, para pihak perlu
mengajukan gugatan baru, karena izin poligami diberikan dalam keadaan perkawinan
masih berjalan sedangkan gugatan pembagian harta dilakukan karena perkawinan telah
putus,

Mengenai mediasi secara elektronik sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 3
Tahun 2022, agar berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi
elekironik, yang berlaku baik bagi mediator maupun para pihak yang tidak dapat hadir
di ruang mediasi pengadilan karena domisilinya berada di luar wilayah hukum
pengadilan yang memproses perkara.

Mengenai kewenangan ex officio hakim dalam perkara cerai gugat, dirumuskan bahwa
ex officio dalam perkara cerai gugat adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama
untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang wajib dibayar suami,
meskipun tidak dituntut oleh istri (Penggugat), guna melindungi perempuan dan anak
dari dampak ekonomi pasca-perceraian. Hakim juga secara ex officio dapat
mempertimbangkan dan menambahkan kalimat dalam diktum putusan "...yang dibayar
sebelum Tergugat mengambil akta cerai"”.

Mengenai permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 dan pernikahan yang dilaksanakan
di bawah umur, di mana KUA setempat tidak bersedia menikahkan, berdasarkan
rumusan hasil Rakerda PTA Padang Tahun 2024 perkara tersebut dinyatakan tidak
dapat diterima.

Mengenai gugatan perkara di mana Penggugat dan Tergugat berbeda domisili namun
dalam klausul perjanjian terdapat ketentuan penyelesaian sengketa melalui PA alamat
Penggugat, gugatan tersebut tetap masuk ke dalam gugatan biasa mengingat
penyelesaian gugatan sederhana dibatasi paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja
sejak sidang pertama sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015.

Dalam menetapkan besaran nafkah anak, iddah, dan mut'ah pada perkara cerai gugat
di mana Tergugat tidak hadir, Hakim dapat mengacu kepada: laporan Badan Pusat
Statistik masing-masing daerah; kemampuan suami; nafkah yang diberikan selama
berumah tangga; kebutuhan minimal; kondisi kebutuhan keluarga berdasarkan jumlah
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anak, kondisi istri, serta biaya pendidikan dan kesehatan; serta prinsip perlindungan
perempuan dan anak.

Mengenai kesaksian testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah, dirumuskan
bahwa kesaksian testimonium de auditu dapat dijadikan bukti permulaan, dan majelis
hakim dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah supletoir.

Apabila Pemohon tidak hadir saat mediasi, maka Pemohon dinyatakan tidak beritikad
baik, oleh karenanya perkara diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sukarela tidak dapat dilaksanakan
dalam kondisi demikian.

Apabila anak yang hak asuhnya diserahkan kepada ibu (Penggugat) telah dibawa ke
luar negeri dan kewarganegaraannya diubah, gugatan pencabutan hak asuh anak tetap
dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka 4. Gugatan
diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan eksekusi dilaksanakan di tempat
perkara didaftarkan dengan mengacu kepada tempat anak berada.

Mengenai wali muhakam dalam itsbat nikah, dirumuskan bahwa wali hakim adalah
Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA sesuai dengan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (2).

Mengenai belum adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pengambilan sumpah
novum dan pencocokan bukti baru dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), diusulkan
penerbitan petunjuk teknis khusus dari Mahkamah Agung/Dirjen Badilag. Sambil
menunggu petunjuk teknis nasional, pengadilan agama dapat menyusun SOP internal
yang seragam, termasuk format baku berita acara sumpah novum dan pencocokan
bukti baru dengan aslinya.

Mengenai permohonan dispensasi kawin anak yang tidak memiliki orang tua kandung
maupun wali, permohonan dispensasi kawin tersebut dapat diajukan oleh kerabat yang
mengasuhnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perwalian untuk
kepentingan legal standing (persona in standi judicio).

Apabila pasangan atau salah satu suami/istri mualaf yang menikah sirri secara Kristen
kemudian ingin mengajukan itsbat nikah kumulasi perceraian, perkara tersebut
merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman.

Mengenai itsbat nikah dalam perkawinan sirri di mana suami telah meninggal dunia
beserta seluruh keluarganya, dan hanya meninggalkan seorang anak, perkara diajukan
secara voluntair sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144-145 angka (7).




IL.

ADMINISTRASI YUSTISIAL

Terkait penomoran perkara verzet dalam aplikasi SIPP, sesuai SK KMA Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII Huruf A, penomoran perkara verzet harus
menggunakan kode Pdt.Plw. Sepanjang aplikasi SIPP belum mendukung, penomoran
dilakukan secara manual, dan perubahan pada aplikasi telah diusulkan serta menunggu
pembaruan/update terbaru.

Berkenaan dengan Akta Cerai Elektronik (EAC) yang telah digunakan untuk menikah
kembali, aplikasi EAC telah memiliki fitur pengaman berupa warna MERAH untuk
akta cerai yang telah digunakan menikah dan warna HUUAU untuk yang belum
digunakan. Verifikasi dilakukan dengan memindai QR Code pada bagian tanda tangan
Panitera. Panitera memastikan proses penerbitan EAC sudah sesuai SOP, dan
diusulkan perbaikan atau pengembangan aplikasi untuk pengamanan penggunaan
EAC.

Mengenai perkara yang telah diputus di tingkat kasasi namun salinan putusan belum
tersedia, salinan putusan kasasi tetap menjadi acuan. Pemberitahuan melalui e-
Summon baru dapat dilakukan setelah salinan putusan tersedia. Bila setetah 2 bulan
sejak amar kasasi muncul di SIPP salinan putusan belum diterbitkan, pengadilan
pengaju dapat mengirim surat ke PTA untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.
Penentuan tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) berpegang pada tanggal yang
tercantum dalam salinan putusan.

Mengenai kendala pelaksanaan surat tercatat karena induk pos berada di kabupaten
lain yang mengakibatkan panggilan lama diterima para pihak, dilakukan monitoring
dan evaluasi berkala dengan kantor pos terkait. Majelis hakim agar memperhitungkan
kondisi daerah dalam menentukan jadwal sidang. Panggilan tetap dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku (surat tercatat), dan apabila terjadi kondisi luar biasa yang
tidak memberikan kepastian bagi Majelis Hakim, dimungkinkan panggilan dilakukan
secara manual oleh jurusita/jurusita pengganti khusus untuk perkara tersebut.

Terkait dokumen e-litigasi Tergugat/Termohon yang dibantu oleh petugas Posbakum
yang sama dengan Penggugat/Pemohon, Posbakum harus menyediakan minimal 2
(dua) orang petugas layanan agar dapat dibagi tugas antara petugas pembuat dokumen
hukum untuk Penggugat dan untuk Tergugat (dipertegas dalam MoU). Apabila
Posbakum hanya dapat menyediakan | (satu) orang petugas, dokumen hukum
dimaksud dapat dibuat oleh petugas yang sama dengan syarat: Panitera membuat surat
keterangan bahwa di Posbakum pengadilan tersebut hanya ada | petugas; dan ada
pernyataan dari pihak Posbakum bahwa pelayanan yang diberikan bebas dari konflik
kepentingan.

Apabila arsip dan data perkara perceraian tidak ditemukan akibat bencana alam atau
sebab lainnya, Panitera boleh menerbitkan surat keterangan dengan syarat terdapat
data dukung yang cukup kuat (Surat Keterangan KUA, Surat Keterangan kehilangan,
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Surat Keterangan belum menikah lagi, dll). Surat keterangan harus memuat
pernyataan bahwa data tidak ditemukan karena faktor force majeure, dan bahwa surat
keterangan hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Sebelum menerbitkan surat
keterangan, Panitera harus memastikan bahwa dalam kasus tersebut pernah
diterbitkan akta cerainya, bukan SKT3.

Dalam perkara cerai gugat verstek, apabila Tergugat membutuhkan bukti perceraian
untuk keperluan administrasi kependudukan sementara kewajiban pasca perceraian
belum dipenuhi, Panitera boleh mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan benar telah bercerai dengan menyebutkan nomor akta
cerainya. Surat keterangan harus memuat pernyataan bahwa surat keterangan hanya
digunakan untuk keperluan tertentu (mengubah data kependudukan) dan bukan
sebagai pengganti akta cerai.

Mengenai arsip berkas perkara lama yang menumpuk akibat tempat penyimpanan
tidak memadai, berdasarkan jawaban Mahkamah Agung, arsip yang telah berumur
lebih dari 30 tahun belum boleh dihapuskan. Langkah taktis yang dapat dilakukan
adalah segera melakukan alih media arsip dengan prioritas pada Putusan/Penetapan
dan Akta Cerai atau SKT3 untuk berkas sebelum 1989. Arsip putusan bersejarah agar
diamankan (laminasi) dan dipajang di tempat khusus.

Apabila terjadi lelang gagal karena tidak ada peminat dan biaya perkara eksekusi tidak
mencukupi serta Pemohon tidak bersedia menambah panjar maupun mencabut
perkaranya, permohonan eksekusi diperlakukan seperti perkara masuk umum yang
bisa dicabut, selesai, atau dicoret sesuai kondisi. Apabila panjar eksekusi habis,
Panitera segera membuat surat teguran dengan tenggat waktu dan peringatan bahwa
permohonan eksekusi akan dicoret dari register bila tidak ada penambahan panjar.
Apabila proses lelang telah dilakukan 2 kali namun tidak ada peminat, Panitera
melapor ke Badilag dan perkara dapat diarsipkan (tidak terhitung sebagai perkara
sisa). Apabila Pemohon datang kembali, harus diajukan perkara eksekusi baru.
Mengenai ketidaksempurnaan aplikasi SIPP terkait pencabutan perkara yang sedang
dalam upaya hukum banding/kasasi, pihak wajib mengirim surat pencabutan
banding/kasasi ke PTA/MA dan surat tersebut dimasukkan ke SIPP. Apabila
banding/kasasi telah diberitahukan kepada pihak lawan, pencabutan banding/kasasi
harus mendapat persetujuan pihak lawan karena perkara menjadi berkekuatan hukum
tetap (incracht).

Mengenai perbedaan penghitungan jangka waktu 6 (enam) bulan kekuatan penetapan
sidang ikrar talak, dirumuskan bahwa penghitungan 6 bulan tetap dihitung sejak
Penetapan Hari Sidang (PHS) ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Mengenai pembebanan biaya pembelian buku cek/bilyet giro untuk keperluan
penarikan dana biaya perkara pada rekening perkara di BRI, biaya tersebut
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dimunculkan dalam penggunaan biaya proses, karena senyatanya menjadi
kepentingan pihak.

Mengenai pengembalian sisa panjar perkara kepada pihak yang tidak memiliki
rekening bank, pengembalian sisa panjar secara elektronik melalui dompet digital
non-bank (e-wallet) seperti OVO, Gopay, Dana, Shopee Pay, LinkAja, i.saku
diperbolehkan, sepanjang dapat dipastikan milik pihak yang berkepentingan.

KESEKRETARIATAN

Mengenai pemusnahan arsip perkara yang telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh)
tahun, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1436/SEK/SK.KA2/X/2024, arsip perkara termasuk dalam kategori arsip vital
sehingga belum dapat dilakukan pemusnahan. Sebagai solusi, satuan kerja dapat
melakukan digitalisasi arsip perkara. Satuan kerja yang tidak memiliki ruang arsip
yang memadai dapat menitipkan arsip vital dimaksud kepada satker yang sudah
memiliki gedung arsip dengan menembuskan permohonan kepada Pengadilan Tinggi
Agama Padang. Terhadap arsip fasilitatif dapat dilakukan pemusnahan dengan
berpedoman  pada  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  Nomor
1436/SEK/SK.KA2/X/2024 dan Buku Panduan Pemusnahan Arsip Pengadilan Tinggi
Agama Padang Edisi Revisi.

Mengenai kerusakan server aplikasi SLiMS Mahkamah Agung secara terpusat pada
bulan Juli 2025 yang mengakibatkan data hilang total, satuan kerja agar: melakukan
login awal pada https://slims.mahkamahagung.go.id dan mengubah username serta
password sesuai kebutuhan masing-masing; melakukan input ulang data bibliografi ke
aplikasi SLIMS terbaru atau melakukan migrasi dari backup data mandiri; serta
melakukan backup data mandiri secara berkala menggunakan fitur backup yang
tersedia di SLiMS melalui menu Sistem, submenu Salinan Pangkalan Data.

Mengenai kurangnya sarana dan prasarana berupa Air Conditioner (AC) pada Ruang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ruang Resepsionis, satuan kerja agar
mengajukan usulan melalui aplikasi e-Bima dan ke PTA Padang untuk diteruskan ke
eselon 1, serta mengajukan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026
berupa pengadaan Air Conditioner untuk Ruang Layanan ke Biro Perencanaan dan
Biro Keuangan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengenai belum adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B di satuan kerja,
bagi satuan kerja yang memiliki belanja modal dan tidak memiliki PPK bersertifikat
kompetensi Tipe B, dapat menunjuk Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
sebagai PPK per kegiatan belanja modal dengan cara mengirimkan surat permohonan
penunjukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Mahkamah Agung
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R], berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran
Kepala LKPP Nomor | Tahun 2025.

Mengenai kekosongan jabatan kesekretariatan (Kasubbag) pada hampir semua satuan
kerja yang mengakibatkan pejabat fungsional keuangan harus merangkap jabatan,
satuan kerja agar mengusulkan penempatan pejabat definitif untuk mengisi
kekosongan jabatan tersebut ke PTA Padang.

Mengenai ketidakakuratan perhitungan sisa cuti pada aplikasi cuti, satuan kerja agar
mengupayakan perbaikan pada aplikasi cuti sehingga sisa cuti lebih akurat. Ketentuan
cuti tahunan yang berlaku: hak cuti tahunan bagi PNS adalah 12 hari kerja; sisa hak
cuti tahunan yang tidak digunakan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling
banyak 6 hari kerja; hak cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-
turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja termasuk hak
cuti tahun berjalan.

Mengenai kebutuhan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas yang seragam dan
terintegrasi, diusulkan pembentukan forum komunikasi TI se-Sumatera Barat secara
formal guna memfasilitasi replikasi dan penambahan fitur aplikasi yang telah ada.
Forum akan dibentuk setelah pengesahan Rakerda PTA Padang Tahun 2026 dan
diusulkan pertemuan resmi secara daring untuk mempercepat replikasi aplikasi di
lingkungan PTA Padang.

Mengenai implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Ketentuan Penetapan
Predikat Kinerja Pegawai, panduan distribusi predikat kinerja pegawai adalah sebagai
berikut: apabila predikat kinerja organisasi "Istimewa", sebagian besar (maksimal
70%) pegawai memiliki predikat "Sangat Baik"; apabila predikat organisasi "Baik",
sebagian besar (maksimal 70%) pegawai memiliki predikat "Baik" dan maksimal 20%
dapat memiliki predikat "Sangat Baik"; apabila predikat organisasi “Butuh
Perbaikan/Cukup”, minimal 60% pegawai memiliki predikat "Butuh Perbaikan".
Aparatur yang akan mendapatkan predikat kinerja "Sangat Baik" wajib diusulkan
terlebih dahulu kepada Sekretaris Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengenai ketidakseragaman format Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
wilayah PTA Padang, seluruh satuan kerja wajib menggunakan format IKU yang
mencakup Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya sesuai arahan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Formulir Penetapan IKU akan
disampaikan segera setelah Rakerda dilaksanakan.

Mengenai penetapan target kinerja yang belum sepenuhnya mengacu pada Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA.3/IX/2025 dan SK Dirjen Badilag
terkait benchmark kinerja, seluruh satuan kerja agar melakukan penetapan target
kinerja dengan berpedoman pada SK KMA Nomer 167/KMA/SK.RA.3/1X/2025, SK
Dirjen Badilag Nomor 053/DJA/SK.OT.1.6/1/2026, serta SK Dirjen Badilag Nomor
1482/DJA/SK.OT1/IV/2026 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan




.

12.

13.

IV.

Peradilan Agama Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan capaian kinerja historis
masing-masing unit kerja.

Mengenai rumusan IKU pada aspek IKPA yang belum sesuai ketentuan, satuan kerja
agar menyesuaikan rumusan IKU pada aspek IKPA sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2024 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga.

Mengenai rumusan IKU kualitas perencanaan anggaran yang belum sesuai ketentuan,
satuan kerja agar menyelaraskan rumusan IKU tersebut dengan mengacu pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan, serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap
Perencanaan Anggaran.

Mengenai penghasilan PNS yang menggunakan hak cuti besar untuk menunaikan
ibadah haji, selama menggunakan hak cuti besar PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.
Permohonan cuti besar untuk ibadah haji diajukan dengan melampirkan jadwal
keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

ORGANISASI PENDUKUNG

IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)

Mengenai tidak adanya struktur organisasi PPHIMM di daerah/PTA Padang, perlu
dilakukan penertiban dan penataan struktur organisasi PPHIMM di wilayah PTA
Padang dengan terlebih dahulu menunggu usulan regulasi sebagai dasar pembentukan
struktur yang jelas dan terarah.

Mengenai tidak berjalannya program kerja IKAHI cabang dan daerah seperti kegiatan
diskusi, perlu diambil langkah strategis melalui penyelenggaraan diskusi IKAHI di
tingkat daerah, cabang, dan wilayah se-Sumatera Barat, baik secara daring maupun
luring, termasuk kegiatan bedah berkas secara berkala sebagai upaya peningkatan
kualitas dan koordinasi.

PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN (PTWP)

Mengenai pelaksanaan pemotongan iuran PTWP terhadap PPPK, pemotongan juran
PTWP PPPK disamakan dengan pegawai pelaksana.

Mengenai iuran PTWP yang selama ini tidak ada pelaporannya ke bawah, perlu
peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan iuran melalui
pembukuan yang jelas, pelaporan penggunaan dana secara terbuka, pembaruan data




pengurus daerah, serta penyampaian laporan keuangan PTWP secara rutin setiap
bulan.

Mengenai pembinaan kegiatan PTWP di wilayah hukum PTA Padang, perlu dilakukan
pembinaan dan pengelolaan kegiatan tenis dengan membuat jadwal secara terstruktur
bagi pemain, mendorong PTA melaksanakan pertandingan tenis secara berkala (3—4
kali dalam setahun), mengusulkan koordinator wilayah sebagai panitia pembinaan
yang mengakomodir seluruh satker, membedakan antara pemain intermediate dan
pemula (klasifikasi pemain), serta membagi wilayah PTWP PTA Padang menjadi
empat wilayah oleh pengurus daerah.

DHARMAYUKTIKARINI

Mengenai rendahnya keaktifan sebagian anggota terutama istri Hakim/Pegawai,
diharapkan Hakim/Pegawai untuk dapat lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh Dharmayukti Karini.

Mengenai status absen Hakim/Pegawai wanita yang menghadiri kegiatan Dharmayukti
Karini di luar daerah pada hari kerja dan berangkat sebelum pukul 06.00 WIB, yang
bersangkutan agar dibuatkan surat tugas.

Mengenai belum optimalnya kegiatan Dharmayukti Karini di masing-masing cabang,
perlu adanya penegasan dari PTA Padang untuk menghadiri acara kegiatan
Dharmayukti Karini.

. IPASPI

Mengenai peran IPASPI sebagai wadah komunikasi dan penyampaian aspirasi tenaga
Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang belum dirasakan keberadaannya, perlu
dilakukan optimalisasi peran IPASPI terutama yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta pembentukan pengurus
baru IPASPIL.

Mengenai belum adanya monitoring keuangan terkait setoran ijuran dari satker se-
Sumatera Barat, perlu dilakukan monitoring atau kontrol keuangan terkait setoran
iuran satker per bulan atau per triwulan secara rutin, guna meminimalisir terjadinya
penumpukan atau tunggakan iuran. Laporan IPASPI agar diinformasikan di grup
pimpinan, dan diperlukan regulasi terkait potongan PPPK untuk IPASPIL

Mengenai pertemuan rutin IPASPI, agar dilaksanakan pertemuan rutin IPASPI
bersamaan dengan pertemuan rutin Dharmayukti Karini setiap 3 bulan sekali.




E. DANA SOSIAL KEMATIAN

1. Mengenai penyerahan donasi sosial kematian, pada prinsipnya donasi diserahkan oleh
satker yang bersangkutan kepada keluarga almarhum/almarhumah. Dalam hal-hal
tertentu berdasarkan situasi kondisi dan pertimbangan lainnya, dana sosial kematian
dapat diserahkan langsung oleh PTA Padang atau diwakilkan kepada satker yang

bersangkutan. Diusulkan agar dibuatkan SK pengurus Dana Sosial Kematian yang
terbaru.
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